ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Kebijakan Moderasi Konten Oleh Kementerian Komunikasi
dan Digital dalam Mencegah dan Menangani Penyebaran Konten Negatif” ditulis
oleh Anita Yuliasari, NIM 1860103223259, Program Studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung, 2026, pembimbing Fahmi Arif, M.H.
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyebaran konten
negatif di ruang digital, seperti hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, pornografi,
perjudian daring, dan berbagai bentuk pelanggaran digital lainnya yang berpotensi
menganggu ketertiban umum serta merugikan masyarkat. Dalam kondisi tersebut,
Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran penting dalam melakukan
moderasi konten sebagai upaya umtuk menganalisis kebiajkan moderasi konten
yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mencegah dan
menangani penyebaran konten negatif serta menganalisisnya dari perspektif figh
siyasah.

Penelitian ini merumuskan permasalahan berupa: 1) Bagaimana kebijakan
moderasi konten oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mencegah dan
menangani penyebaran konten negatif? 2) Bagaimana kebijakan moderasi konten
oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mencegah dan menangani
penyebaran konten negatif dari perspektif figh siyasah? Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kebijakan moderasi konten oleh
Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mencegah dan menangani penyebaran
konten negatif. 2) Untuk mengetahui kebijakan moderasi konten oleh Kementerian
Komunikasi dan Digital dalam mencegah dan menangani penyebaran konten
negatif dari perspektif figh siyasah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative law
research) dengan pendekatan perundang-undangan yaitu UU ITE Nomor 1 Tahun
2024 dan pendektan konseptual untuk mengkaji sistematis kebijakan moderasi
konten KOMDIGI dalam mencegah dan menangani penyebaran konten negatif.
Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipatif dan studi
pustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kebijakan moderasi konten di
platform Tiktok, X, YouTube, dan Facebook oleh KOMDIG diwujudkan melalaui
program literasi digital, pengawasan menggunakan Autommatic ldentification
System dan AduanKonten.id, moderasi mandiri oleh Penyelenggara Sistem
Elektronik melalui sitem Kepatuhan Moderasi Konten, serta tindakan take down
dan blocking terhadap konten yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Kebijakan ini telah berkonstribusi dalam menekankan penyebaran berbagai bentuk
konten negatif dan menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan
bertanggung jawab; dan 2) Dari perspektif figh siyasah, kebijakan tersebut sejalan
dengan kaidah dar’al al-mafasid mugaddam ‘ald jalb al mash alih, yaitu
mengutamakan pencegahan kerusakan dari pada perolehan kemaslahatan.
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ABTRACT

The thesis titled “The Ministry of Communications and Digital Technology’s
Content Moderation Policy to Prevent and Manage the Dissemination of Negative
Content” was written by Anita Yuliasari, Student ID 1860103223259, from the
Constitutional Law Studies Program, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Sayyid
Ali Rahmatullah State Islamic University of Tulungagung, 2026, under the
supervision of Fahmi Arif, M.H
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This study is motivated by the increasing spread of negative content in the
digital space, such as fake news, hate speech, cyberbullying, pornography, online
gambling, and other forms of digital offenses that can disrupt public order and harm
society. In these circumstances, the Ministry of Communications and Digital
Technology plays a fundamental role in content moderation. This study aims to
analyze the content moderation policies implemented by the Ministry to prevent
and manage the spread of negative content, as well as to examine them from the
perspective of figh siyasah.

This research raises the following questions: 1) What are the content
moderation policies of the Ministry of Communications and Digital Technology for
preventing and managing the dissemination of negative content? 2) What are the
content moderation policies of the Ministry of Communications and Digital
Technology for preventing and managing the dissemination of negative content
from the perspective of figh siyasah? The objectives of this research are: 1) To
examine the content moderation policy of the Ministry of Communications and
Digital Technology aimed at preventing and managing the dissemination of
negative content. 2) To examine the content moderation policy of the Ministry of
Communications and Digital Technology aimed at preventing and managing the
dissemination of negative content from the perspective of figh siyasah.

This study employs a normative legal research methodology, utilizing a
legislative approach specifically the ITE Law No. 1 of 2024 and a conceptual
approach to systematically examine KOMDIGI’s content moderation policies in
preventing and addressing the spread of negative content. The data sources used
include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was
conducted through non-participatory observation and literature review, while data
analysis employed descriptive methods.

The results of the study indicate that: 1) KOMDIGI’s content moderation
policies on the TikTok, X, YouTube, and Facebook platforms are implemented
through digital literacy programs, monitoring using the Automatic ldentification
System and AduanKonten.id, self-moderation by Electronic System Operators via
the Content Moderation Compliance System, as well as takedown and blocking
actions against content that violates laws and regulations. These policies have
contributed to curbing the spread of various forms of negative content and creating
a safer, healthier, and more responsible digital space; and 2) From the perspective
of figh siyasah, these policies align with the principle of dar’ al-mafasid mugaddam
‘ald jalb al-mashalih, which prioritizes the prevention of harm over the pursuit of
benefit.
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